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PEMERINTAH KOTA MAGELANG

PERATURAN DAERAH KOTA MAGELANG
NOMOR 6 TAHUN 2003

TENTANG
SUSUNAN ORGANISASI DAN TATAKERJA
LEMBAGA TEKNIS DAERAI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA MAGELANG,

a. bahwa dalam rangka peningkatan  penvelengearaan
semermtahan,  pelaksunaan pembangunan dan bimbingan
Lemasyarakatan secara berdava guna dan berhasil guna maka
Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2000 tentang Susunan
Orgamsast dan Tata Rerja Lembaga Teknis Kota Magelang
perlu ditinjau kembali ;

b. bahwa untuk meclaksanakan maksud tersebut di atas perlu
menyusun  dan menctapkan  Peraturan Daerah  tentang
Susunan Orgamsasi dan Tata Kerja I.embaga Teknis Daerah:

|. Undang-undang Nomor 17 Tahun 1950  tentang
’embentukkan Daerah-dacrah Kota Kecil dalam Lingkungan
Propimsi Jawa Tinur. Jawa Tengah dan Jawa Barat -

)

. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok
Kepegawaran (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55
lambahan Lembaran Negara Nomor 3041) sebagaimana telah
diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999
(Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169
LLembaran Negara Nomor 3890) :

Tambahan

3. Undang - .
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Dacrah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan
L.embaran Negara Nomor 3839)

4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran
Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negard
Nomor 3848) -

. Peraturan  Pemernintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang
Kewenangan Pemernintah dan Kewenangan Propins sebagal

: ; i - T s

Dacrah Otonom (I.embaran Negara Tahun 2000 Nomor 54.

Tambahan [.embaran Negara Nomor 3952) -
6. Peraturan Pemenntah Nomor 84 Tahun 2000 tentang

Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (l.embaran Negara
Tahun 2000 Nomeor 165):

7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 130-67 Tahun 2002
tentang Pengakuan Kewenangan Kabupaten dan Kota.

‘_-;ll

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MAGELANG

MEMUTUSKAN :
l - -
| Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA MAGELANG TENTANG
SUSUNAN ORGANISASI DAN TATAKERIA LEMBAGA
TEKNIS DAERAIL
I'
= BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah i1 vang dimaksud dengan :

T

a. Duacrah adalah Kota Magelang -
b. Pemerintah Daerah adalah Pemernintah Kota Magelane -
¢. Walikota adalah Walikota Magelang

d. Lembaga Tekms Dacrah adalah Badan dan Kantor  dj
lingkungan Pemerintah Kota Magelang.

BABI] ...
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BAB 11
PEMBENTUKAN ORGANISASI

Pasal 2

(1) Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Lembaga Teknis
Daerah.

(<) Orgamsasi Lembaga Teknis Dacrah dibentuk berdasarkan
pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut :

a. Kewenangan Pemerintahan yang dimiliki oleh Kota ;
b. karakteristik, potensi dan kebutuhan Kota :
xemampuan keuangan Kota

d. ketersediaan sumber daya aparatur ;

¢. pengembangan pola kermja sama antar dacrah dan
dengan pthak ketiga.

BAB I11
KEDUDUKAN. TUGAS POKOK dan FUNGSI

Pasal 3

() Lembaga Tckms Daerah merupakan unsur penunjang
Pemerintah Daerah vang dipimpin oleh seorang Kepala
yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada
Walikota melalui Sckretans Dacrah.

(2) Lembaga Teknmis Daerah mempunyai tugas membantu
Wahkota dalam penvelenggaran Pemenntah Daerah  di
bidangnya.

(3) Untuk menvelenggarakan tugas  sebagaimana dimaksud
avat (2) Pasal mi. Lembaga Tekms Daerah mempunyai
fungsi :

a. perumusan kebyakan tekmis sesuai dengan Iingkup
tugasnya ;

b. p*..:ll}'t:t:liﬂuﬂ pelavanan  penunjang penvelenggaraan
Pemerintahan Dacrah.
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BAB 1V
ORGANISAST LEMBAGA TEKNIS

Pasal 4
Lembaga Teknis Dacrah terdiri dari -

Badan Perencanaan :

a.

b. Badan Pengawasan -

¢. Badan Kepegawaian Daerah :

d. Badan Pelayanan Kesehatan RSU Tidar ;
Kantor Informasi dan Kchumasan :

Kantor Pemberdayaan Masvarakat ;

e ™ O

Kantor Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat :
h. Kantor Satuan Polisi Pamong Praja :

1. Kantor Pengolahan Data Elektronik dan Arsip ;

1. Kantor Kesejahteraan Sosial ;

k. Kantor Kebudavaan dan Pariwisata :

. Kantor Pelavanan Koperasi. Usaha Kecil dan Menengah :

m. Kantor Keluarga Berencana dan Keluarga S¢jahtera.

Bagian Pertama

Badan Perencanaan

Pasal 3
Badan Perencanaan, terdin dan :
a. Kepala Badan .
b. Sekretamat. meliputi :
1. Sub Bag. Umum dan Kepegawaian ;

2. Sub Bag. Kcuangan dan Anggaran ;

3 Sub Bag. Penvusunan Rencana Kegiatan.
c. Bidang Perencanaan Ekonomi dan Sosial. meliput; :
1. Sub Bidang Pertaman, Perikanan, Kehutanan dan

Perkebunan

b2

Sub Bidane Industrni Pe — Bocogar
: - Perdagangan. Koperasi. Penanaman

Modal dan Pertambangan dan Fnero; -

3. Su Bidang
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Sub Bidang Tenaga Kerja dan Kependudukan ;

Sub Bidang Keschatan, sosial. Pendidikan. Kebudayaan
dan Olah Raga

> PF darn o e . '
d. Bidang Perencanaan Iisik Prasarana , meliputi :

¢. Bidang Penchitian dan Pengembangan. meliputi -

.

Badan Pengawasan. terdin dan :
a. Kepala Badan .
b.

D

M

Bidang Dokumen Data. Evaluasi dan Pelaporan. meliputi :
l.

ﬂ

3.

g. Kelompok Jabatan Fungsional.

Sekretanat. mehputi :

L
2.
3.

Bidang Pengawasan Pemerintahan, Keuangan dan Kekayaan,
mchputi :

k-
2.
3.

Sub Bidang Penataan Ruang. Lingkungan Hidup dan

Pertanahan -

Sub Bidang Permukiman, Pekerjaan Umum,

Perhubungan dan Pariwisata.

Sub Bidang Penelitian dan Pengembangan Ekonomi ;

Sub Bidang Penclitian dan Pengembangan Sosial ;

Sub Bidang Penclitian dan Pengembangan Fisik

Prasarana.

Sub Bidang Data dan Dokumentast :
Sub Bidang Pelaporan :

Sub Bidang Evaluasi.
Bagian Kedua
Badan Pengawasan

Pasal 6

Sub Bag. Umum dan Perencanaan
Sub Bag. Hukum dan Perpustakaan ;

Sub Bag. Evaluasi dan Pelaporan.

Sub Bidang Pengawasan Pemenntahan :
Sub Bidang Pengawasan Keuangan :

Sub Bidang Pengawasan Kekayaan.

d Bidang ...
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d. Bidang Pengawasan Perckonomian dan BUMD, meliputt

1. Sub Bidang Pengawasan Perekonomian

2. Sub Bidang Pengawasan BUMD.

Bidang  Pengawasan  Fisik, Prasarana dan Kesejahteraan
Masyarakat, mehputi

g

l. Sub Bidang Pengawasan Fisik. Prasarana :
"3 5 2 - i ‘q FEY T s
2. Sub Bidang Pengawasan Kesejahteraan Masyarakat.

f. Bidang Pengawasan  Kesatuan  Bangsa,  Perlindungan
Masyarakat dan Aparatur. meliputi :

I. Sub Bidang Pengawasan Kesatuan Bangsa dan
Perlindungan Masyarakat .
2. Sub Bidang Pengawasan Aparatur.

Kelompok Jabatan Fungsional.

=

Bagian Ketiga

Badan Kepegawaian Dacrah

Pasal 7
Badan Kepegawaian Daerah. terdiri dan
a. Kepala Badan .

b. Sekretariat. meliputy
| Sub Bag. Umum Kepegawaian ;

2. Sub Bag. Keuangan:
3. Sub Bag.Perencanaan Evaluasi dan Pelaporan.
Bidane Kepangkatan dan Pensiun, meliputs :
| Sub Bidang Kepangkatan ;
2 Sub Bidang Pensiun.
d. Bidang Pengembangan Pegawai. meliputi :
| Sub Bidang Pengembangan Kaner :
5 Sub Bidang Pendidikan dan Latihan.
¢. Bidang Data dan Mutasi. meliputi :
1 Sub Bidang Data dan Informasi Kepegawaian ;
2 Sub Bidang Mutasi :

i =

{ Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagian Keempat ...
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Bagian Keempat

Badan Pelayanan Kesehatan RSU Tidar

Pasal 8

Badan Pelayanan Keschatan RSU Tidar. terdiri dari :
a. Kepala Badan :
b. Sekretanat. meliputi :

. Sub Bag. Umum dan Rumah Tangga ;

2. Sub Bag. Kepegawaian :

3. Sub Bag. Diklat dan Penelitian ;

4. Sub Bag. Hukum dan Humas.
¢. Bidang Pclayanan Medik. meliputi

1. Sub Bidang Perawatan :

2. Sub Bidang Gawat Darurat ;
3. Sub Bidang Bedah Sentral :
4

Sub Bidang Sanitasi Rumah Sakit dan Pengendalian

Infekst Nosokamal Rumah Sakit.
d. Bidang Penumang Medik. mehiputt :
. Sub Bidang Pclavanan Radiologi :

b Bidang Pelavanan Patologi :

Ll L
W
=

Sub Bidanz Giz .

o

Sub Bidang Farmasi.
¢. Bidang Bina Program dan Sisum Informasi. meliput :
1. Sub Bidang Rekam Medik ;

2. Sub Bidang Penyusunan Program. Perencanaan dan
Evaluast Medik:

3. Sub Bidang Pusat Informasi Terpadu.
f. Bidang Kcuangan. mehputi

. Sub Bidang Anggaran ;

2.  Sub Bidang Akuntansi dan Laporan :
3. Sub Bidang Pengawasan Intem.

Kclompok Jabatan [Fungsional.

(ra

Bagian Kelima ..
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Bagian Kelima

Kantor Informasi dan Kehumasan

Pasal 9
Kantor Informasi dan Kehumasan terdiri dari :
a. Kepala Kantor -
b. Sub Bagian Tata Usaha -
. Seksi-seksi, meliputi
. Seksi Hubungan Antar [Lembaga :
2. Seksi Media Informasi dan Komunikas: :
3. Seksi Pelavanan dan Evaluasi.

d. Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagian Keenam

Kantor Pemberdayaan Masyarakat

Pasal 10
Kantor Pemberdayaan Masvarakat, terdin dari :
a. Kepala Kantor :
b. Sub Bagian Tata Usaha :
c. Seksi-seksi, meliputi:
. Secksi Kelembagaan Masvarakat :

2. Sckst Pengembangan Teknologi Tepat Guna

3. Scksi Pengembangan Kelurahan ;

d. Kelompok Jabatan FFungsional.

Bagian Ketujuh

Kantor Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat

Pasal 11

Kantor Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masvarakat. terdirs
dan : '

a. Kepala Kantor ;

b. Sub Bagian Tata Usaha °

C. Sekst- . ...
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¢. Scksi-Seksi | meliputi -

I Scksi Hubungan Antar Lembaga dan Kesatuan Bangsa :

“j talr e ol “ i

2.  Scks Pﬂllgkﬂjluﬂ Masalah Strategis Daerah

3. Seksi Kesiagaan dan Penanggulangan Bencana Alam
4.  Scksi Peningkatan Sumber Daya Masyarakat dan Satuan

Perlindungan Masvarakat.

d. Kclompok Jabatan Fungsional,

Bagian Kedelapan

Kantor Satuan Polisi Pamong Praja

Pasal 12
Kantor Satuan Polisi Pamong Praja, terdint dan :
Kepala Kantor ;
b. Sub Bagian Tata Usaha ;
¢. Seksi-seksi. meliputs
. Scksit Pembinaan Operasional :
2. Seksi Pembinaan Pengembangan Kapasitas.

d. Kelompok Jabatan F'ungsional.

Bagian Kesembilan

Kantor Pengolahan Data Elektromk dan Arsip

Pasal 13
Kantor Pengolahan Data Elektromk dan Arsip, terdin dan :
a. Kepala Kantor ;
b. Sub Bagian Tata Usaha :
c. Seksi-seksi. meliputs :
I.  Seksi Data Masukan dan Program Pengembangan:
2. Scksi Pelavanan Data ; :
3

Seksi Akuisisi Arsip.

d. Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagian Kesepuluh ...
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Bagian Kesepuluh

F * " % ¥
Kantor Kesejahteraan Sosial

Pasal 14
Nantor Kesejahteraan Sosial, terdiri dari :
a. Kepala Kantor :

b. Sub Bagian Tata Usaha :

£

Seksi-Scksi, meliputi

1. Scksi Rehabilitasi dan Pelavanan Sosial :

2. Scksi Pembinaan Kepahlawanan dan Kesetiakawanan
Sosial ;

3. Seksi Bimbingan dan Pengembangan Tenaga Sosial /
Partisipas: Sosial.

d. Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagian Kesebelas

Kantor Kebudavaan dan Pariwisata

Pasal 15

Kantor Kebudavaan dan Paniwisata, terdin dan :
a. Kepala Kantor ;
b. Sub Bagian Tata Usabha :
c. Seksi-Seksi. mehiputy

1. Seksi Kebudayaan

2. Scksi Panwisata :
3. Seksi  Penvuluhan. Pemasaran Paniwisata  dan

Kebudavaan.

d. Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagian Kedua belas

Kantor Pelavanan Koperasi. Usaha Kecil dan Menengah

Pasal 16

Kantor Pelayanan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah terdin
dari - “'

a. Kepala Kantor:

Scanned by TapScanner



I

b. Sub Bagian Tata Usaha 2
¢. Scksi-Scksi, meliputi :
I. Seksi Bina Usaha -
2. Secksi Bina l.embaga ;
3. Scksi Fasilitasi Permodalan dan Simpan Pinjam ;

d. Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagian Kctiga belas
Kantor Keluarga Berencana

dan Keluarga Sejahtera

Pasal 17

Kantor Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera, terdir
dari :

Kepala Kantor :

b. Sub Bagian Tata Usaha

c. Seksi-Scksi. mehputi:
1. Seksi Informas) Keluarga dan Analisa Program
2. Seksi Keluarga Sejahtera dan Pemberdavaan Keluarga .
3. Seksi Keluarga Berencana dan Kesehatan Reprodukst ;
4.  Seksi Advokasi dan Pembinaan Institusi Masvarakat.

d. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 18

(1) Badan dan Kantor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4
Peraturan Daerah ini. masing-masing dipimpin oleh seorang
Kepala Badan dan seorang Kepala Kantor vang berada di
bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui
Sekretarns Dacrah.

(2) Sekretariat dan Bidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal
5. 6. 7. 8. Peraturan Daerah mi. masing-masing dipimpin
olch scorang Kepala Sekretanat dan Kepala Bidang vang
berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada
Kepala Badan.

(2) Sub Bidang dan Sub Bagian sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 5. 6. 7. 8 Peraturan Daerah ini, masing-masing
dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidane dan Kepala Su%
Bagian vang berada dan bertanggung jam';b kepada Kepala

Bidang dan Kepala Sekretaniat.
(4) Sub Bagian
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(4) Sub Bagian dan Seksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal
9, 0110120 13, 14, 15, 16. 17 Peraturan Daerah in,
masimg-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian
dan Kepala Scksi vang berada dan bertanggung jawab
kepada Kepala Kantor,

Pasal 19

Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 5.6.7.8.9, 10, 11, 12. 13. 14. 15. 16. 17 Peraturan Dacrah
mi, masing-masing dikoordinir oleh Pejabat Fungsional Senior
selaku Ketua Kelompok.

BABV
TATA KERJA

Pasal 20

(1) Dalam meclaksanakan tugasnva Kepala Badan. Kepala
Kantor. Kepala Sekretariat. Kepala Bidang, Kepala Sub
Bidang. Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi sebagaimana
dimaksud Pasal 5. 6.7, 8. 9. 10, 11, 12. 13, 14. 15. 16. 17
Peraturan Daerah ini, menerapkan pnnsip koordinasi,
imtegrast dan sinkronisast baik intern maupun antar unit
organisasi lamnva, sesuar dengan tugas pokoknva masing-
masing.

(2) Sectiap pimpiman satuan orgamsasi di lingkungan Badan dan
Kantor wajib melaksanakan pengawasan melekat.

Pasal 21

Penjabaran Tugas Pokok dan TFungsi Badan dan Kantor
scbagaimana dimaksud dalam Pasal 5. 6. 7. 8, 9. 10. 11. 12. 13.

14,15, 16, 17 Peraturan Dacrah i ditetapkan dengan Keputusan
Walikota.

BAB VI
KEPEGAWAIAN
Bagian Pertama
Jenjang Jabatan dan Kepangkatan
Pasal 22

. l- .u"' » d ICT [] riun | dNgan \ﬂnﬂ

Bagian Kedua
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Bagian Kedua

b b :
Pengangkatan dan Pemberhentian

Pasal 23

(1) Pejabat Esclon II dan III dilingkungan Lembaga Teknis
Dacrah diangkat dan diberhentikan oleh Walikota.

dnsahe B — vy B :

(2) Pejabat .l,f-_ﬂ.,lnn IV dilingkungan Lembaga Teknis Daerah
dapat d_HlH_i_lkitl dan diberhentikan oleh Sekretaris Daerah
atas pelimpahan kewenangan oleh Walikota.

Pasal 24

pe“@ﬁ“gkatun dan pemberhentian pejabat  fungsional diatur
sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 25

Bagan Susunan Organisasi Badan dan Kantor sebagaimana

tercantum dalam [Lampiran, merupakan bagian vane tidak
terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini.

BAB VIII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 26

Para Pejabat yang diangkat berdasarkan Peraturan Daecrah vang
ada sebelumnya. tetap melaksanakan tugas dan kewenanoannva
sampal dengan pengangkatan Pejabat  bary 5 '

e berdasarkan
Peraturan Daerah 1n1.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 27
Dengan berlakunya Peraturan Dacrah ini makg p
Kota Magelang Nomor 17 Tahun 2000
Organisast dan Tata Kena l.embagy
dinvatakan ndak berlaku lagi.

Craturan Dacrah
_ intang  Susunan
[eknis Kota Magelano

Pasal 28
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Pasal 28

Hal-hal vang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepan)ang
Keputusan Walikota

Pasal 29

Do ‘ DA S 2 . . i
Peraturan Dacrah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pungundung—
¥ -.:l-‘ = Ly L ; P ¥
an Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam [ .embaran
Daerah Kota Magelang.

Ditetapkan di Magelang

pada tanggal 21 Januari 2003.

WALIKOTA MAGELANG

Yzt

. FAHRIYANTO

Diundangkan di  Magelang
pada tanggal 23 Januari 2003

SEKRETARIS DAERAH KOTA MAGELANG
Pelaksana Harian

Drs. H. ATMUDI
Peimbina Tk |

NIP 500 056 467
Asisten Pemerintahan dan Pembangunan

LEMBARAN DAERAH KOTA MAGELANG

TAHUN 2003 NOMOR 6
SERI B No 3
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PENJELASAN
ATAS

PER*X'I‘I-*I?4L\N DAERAH KOTA MAGELANG
NOMOR ¢ TAHUN 2003

TENTANG

SlTSLTN;\I\f ORGANISASI DAN TATA KERJA
LEMBAGA TEKNIS DAFRAH

PENJELASAN UMUM

Bahwa dalam rangka meningkatkan efektifitas  dan clisiens
}‘JCIIF';"C"EQHTHBII tugas-tugas pemerntahan serta untuk melaksanakan
kewenangan Otonomi Daerah scbagai pelaksanaan tugas Desentralisasi perlu
dijabarkan dalam  Lembaga Teknis Daerah sechbagar  unsur penunjang
penyvelenggaraan Pemerintah Kota sebagaimana kewenangan yang dimiliki.

Sehubungan dengan hal tersebut maka perlu adanya peninjauan
kembali Organisasi Lembaga Teknis Kota Magelang sebagaimana telah diatur
dengan Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 17 Tahun 2000 tentang
Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Kota Magelang.

Untuk melaksanakan maksud tersebut maka perlu menyusun dan
menetapkan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kota

Magelang dengan Peraturan Daerah.

PENJELLASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal | . Cukup Jelas
Pasal 2 avat (1) . Cukup Jelas
Pasal 2 avat (2 )hurufa - Yang dimaksud Kewenangan Pemenintah
" adalah Kewenangan lLembaga Teknis
Dacrah.
Pasal 2 avat ( 2 Yhurutbs/de - Cukup Jelas
Pasal 3 s/d Pasal 29 . Cukup Jelas
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. T BADAN PERENCANAJ ' ' OO, > PR TR VR ARG
KOTA MAGELANG BUBUNAN ORGAMSASY TRM TRIKA VEWLR

LEMBAGA TEWHIS DRERAW

f \ KFEPALA BAIDAN \.,'
Ii|.
I. _.‘. .[ \

SEXKRETARIAT \

SUB BAG SUB BAG SR RAT
UMUM & KEUANGAN DAN . "Eﬁi“-’
KEPEGAWAIAN ANGGARAN |
G RIDANG
. G BIDANG BIDANCG ) ; .
Kelorpok dabtan Fungsions | PEREMCANAAN PERENCANAAN PENFLITIAN DAN DOX. DATA. EVALUAS
1 FKONOMI DAN SOSIAL FISIK PRASARANA PENGEMBANGAN A
SU'B BIDANG SUB BIDANG SURB BIDANG 5:] :j:"-;‘ﬂf‘
TAN, IKAN, HUT PENATAAN RUANG LITRANG EKONOMI DATADAY
DAN BUN 1 H DAN PTNH NDOKUMENTASI
SUB BIDANG SUB BIDANG SUB BIDANG F-FE 3 HIC;I-’LW'L':
[NDAG KOP. PM. L_| PERMUKIMAN. PU | TTBANG SOSIAL PFLAPORAN
_ TAMBEN PERNUE DAN PARIWISATA
SUB BIDANG SUB BIDANG SUB BIDANG
NAKER DAN [ ITBANG FISPRA EVALUASI
KEPENDUDUKAN
SUB BIDANG
KESEHATAN, SOSIAL.
'r DIKBUD DAN OR
WALIKOTA MAGELANG
\%’x il
H. FAHRIYANTO
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TBADAN PENGAWASAN ' ' : - OVAGW | 6 RO e T R
3 AEWARAGHE TEEMS UGAERMA

‘ —_—
1
KEPALA BADAN \
SERRE TARIAT
SUB BAG SUR BAG SUB BAG
UMUM & HUKUM DAN EVALUASI DAN
PERENCANAAN PERPUSTAKAAN PELAPORAN
tormpok Jabatan Funasional BIDANG PENGAWASAN RIDANG BIDANG BIDANG
Kelompok.Jabaan Tungsiona PEMERINTAMAN, KEUANGAN PENGAWASAN PEREKO- PENGAWASAN FISIK. PRA. PENGAWASAN KESBANG,
| 1 1| DAN KEKAYAAN NOMIAN DAN BUMD SARANADAN KESMAS LINMAS DAN APARATUR
|
SUB BIDANG SUB BIDANG SUB BIDANG SUB BIDANG
PENGAWASAN PENGAWASAN PENGAWASAN PENGAWASAN
PEMFRINTAHAN PEREKONOMIAN FISIK DAN PRASARANA KESBANG, DAN [INMAS
SUB BIDANG o} ANG SUR BIDANG SUB BIDANG
PENGAWASAN e FEHSAﬁ.iﬁQ gw o PENGAWASAN PENGAWASAN
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